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Revisi UU Otsus Papua Dibutuhkan

JAKARTA, KOMPAS — Revisi Un-
dang-Undang Nomor 21 Tahun
2001 tentang Otonomi Khusus
bagi Provinsi Papua didorong
‘masuk Program Legislasi Na-
sional 2019. Hal itu mendesak
karena UU yang ada saat ini
dinilai masih belum kuat meng-
atur pengawasan pelaksanaan
dana otsus. Sementara celah
korupsi dan ketimpangan sosial
masih terus terjadi.

Wakil Ketua I DPR Papua
Edoardus Kaize saat dihubungi
dari Jakarta, Senin (5/11/2018),
mengatakan, implementasi da-
na otsus di Papua masih kerap
diwarnai penyimpangan, Sejak
2001, UU Otsus Papua tidak
mengatur secara khusus aspek
pengawasan pelaksanaan dana
otsus. Akibatnya, pengelolaan-
nya pun tak optimal.

”Dalam pelaksanaannya,
meski ada dana otsus, rakyat
Papua tak merasakan dampak-

nya secara nyata di bidang pen-

didikan, kesehatan, dan pereko-
nomian. Oleh karena itu, kami
mau mendorong RUU (Otsus
Papua) ini segera masuk Pro-
legnas agar ada regulasi yang
kuat,” ujar Edoardus.

Sejauh ini, pada 2018, pe-
merintah telah mengalokasikan

dana otsus Rp 5,62 triliun bagi
Papua dan Rp 241 triliun bagi
Papua Barat. Amanat UU No

- 21/2001 sebenarnya sudah jelas,

alokasi dana tersebut hanya un-
tuk pendidikan, kesehatan, dan
perekonomian.

Namun, pemerintah daerah
diakui tak mengelola dana otsus
dengan baik. Dana tersebut ke-
rap digunakan untuk memba-
yar perjalanan dinas dan main
proyek. Akibatnya, celah pe-
nyimpangan dana nyata terjadi.
”Jadi, dana ini masih dipakai
sembarangan. Kan, kasihan ju-
ga, yang seharusnya dipakai un-
tuk kebutuh’%n langsung ma-
syarakat, tetapi dipakai untuk
kebutuhan pribadi. Ini tidak bo-
leh,” ujar Edoardus.

Untuk itu, Edoardus men-
jelaskan, revisi UU Otsus Papua
harus . mengakomodasi pe-
nguatan  perencanaan dan
pengawasan dana otsus. Ma-
najemen keuangan harus ter-
buka, dari provinsi, kabupaten
atau kota, hingga distrik. Selain
itu, perlu lembaga pengawas
yang kredibel untuk pelaksa-
naannya. ”Jadi, biar sampai ke
bawah harus diawasi. Kalau ti-
dak, biarpun (dana otsus) ini
semua di Papua, tetapi ya hanya
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dinikmati oleh yang berkuasa,’
kata Edoardus.

Direktur Jenderal Otonomi
Daerah Kementerian Dalam
Negeri Soni Sumarsono menge-
mukakan, pemerintah kini ma-
sih fokus pada penyempurnaan
draf dan naskah akademik re-
visi UU Otsus Papua karena
masih mendapat masukan dari
Kementerian Hukum dan HAM
saat proses sinkronisasi dan
harmonisasi UU tersebut.

"Pernah ada masukan, tetapi
masih belum diidentifikasi. Re-
visi UU ini perlu disesuaikan
dengan perkembangan di Pa-
pua. Tahun 2019, kami baru
akan mulai diskusikan lagi
hal-hal apa yang perlu diper-
kuat lewat undang-undang ter-
sebut,” ujar Soni.

Menurut Soni, pencegahan
korupsi dana otsus tak cukup
dengan penguatan pengawasan
dalam revisi-UU Otsus Papua,
tetapi perlu adanya perbaikan
sistem penganggaran yang lebih
transparan. "Tak cukup badan
khusus untuk pengawasan dana
otsus Papua. Sistemnya saja
yang diperbaiki dengan lebih
transparan dan cepat dengan
menggunakan teknologi infor-
masi,” katanya. (BOW)



